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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Kekuatan mengikatnya kontrak memainkan peran sentral dalam menentukan 

tanggung jawab hukum dalam sengketa kelebihan bayar antara DPU dan PT. 

Combina Costraco. Kontrak bukan hanya sebuah perjanjian hukum, tetapi juga 

merupakan instrumen yang mencerminkan kompleksitas dinamika hubungan 

kontraktual, hak, dan kewajiban. Dari segi hukum, kekuatan mengikatnya 

kontrak menentukan kewajiban dan hak masing-masing pihak secara tegas. 

Analisis mendalam terhadap ketentuan kontrak relevan menjadi dasar untuk 

menilai ketaatan terhadap perjanjian dan memahami implikasi hukum yang 

terkait dengan sengketa kelebihan bayar. Selain itu, penelitian ini menyoroti 

bahwa kontrak bukanlah entitas statis. Perubahan kondisi dan faktor-faktor 

eksternal dapat mempengaruhi dinamika hubungan kontraktual. Klausul-klausul 

yang mengatur perubahan, force majeure, dan penyesuaian lainnya perlu 

dieksplorasi untuk memahami bagaimana kontrak menanggapi perubahan 

lingkungan bisnis atau keadaan tertentu.  

2. Prinsip kekuatan mengikatnya kontrak muncul sebagai perisai utama yang 

melindungi hak-hak PT. Combina Costraco dalam sengketa kelebihan bayar. 

Kontrak, bukan hanya sekadar perjanjian bisnis, tetapi merupakan fondasi 

hukum yang memberikan jaminan konkret terhadap hak-hak kontraktual 

perusahaan. Dengan demikian, prinsip ini menjadi pijakan utama dalam 

menghadapi sengketa dan menjaga integritas hak-hak yang dimiliki PT. 

Combina Costraco. Prinsip kekuatan mengikatnya kontrak menegaskan bahwa 
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kontrak adalah perjanjian yang sah dan berlaku, dan hak-hak yang tercantum di 

dalamnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks sengketa 

kelebihan bayar, hal ini berarti setiap ketentuan kontrak yang berkaitan dengan 

pembayaran, penyelesaian sengketa, dan hak-hak lainnya harus dihormati dan 

ditegakkan. 

3. Dalam konteks penyelesaian sengketa, prinsip ini membangun landasan yang 

kuat untuk menilai tindakan dan klaim masing-masing pihak. Pihak yang merasa 

hak-haknya dilanggar dapat mengacu pada kontrak sebagai panduan utama dan 

meminta penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui 

bersama. Namun, tingkat kritisitas diperlukan untuk menentukan sejauh mana 

hak-hak tersebut benar-benar dilanggar dan apakah klaim yang diajukan dapat 

dibenarkan secara substansial. 

Selanjutnya, prinsip ini mengandung implikasi moral dan etika dalam 

penegakan kontrak. Tidak hanya sebatas kewajiban hukum, tetapi sebagai 

kewajiban moral dan etika bisnis yang melibatkan kepercayaan dan integritas. 

Kritisitas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam sengketa 

tersebut tidak hanya legal tetapi juga etis dan mematuhi norma-norma bisnis 

yang berlaku. 

B. Saran-saran 

1. Saran kepada PT. Combina dan Dinas Pekerjaan Umum, mengingat penuh  

dengan permasalahan yang  rumit terhadap sengketa kelebihan bayar dibutuhkan 

klausal tambahan dalam kontrak terutama bagi pemilik usaha pengadaan barang 

dan jasa terhadap penyelesaian sengketa kelebihan bayar demi menjaga esensi 
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dari kontrak yang berprinsip mengikat layaknya undang-undang  untuk masing-

masing pihak. 

2. Saran kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 

dalam penyelsain sengketa selain dari pengadilan, pertimbangkan dalam 

penyelsain sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase .
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